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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti 

saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan 

adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah, baik melalui 

Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) 

kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang 

memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan 

prifibilitas perusahaan. Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi 

masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor 

ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang 

dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung 

peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah 

badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang 

jasa keuangan.  

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 

dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- 

Undang Perbankan), Yaitu : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, 

Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah 

seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak 

perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of 

credit atau the 5C, yaitu character (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter 

atau watak dari calon debitornya, capacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang 

kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, 

capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai 

korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, condition of 

economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian 

debitor secara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu harta 

kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam 

keadaan macet.1 

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 

angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 

                                                           
1  Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm  21. 
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tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut disebutkan : “Penyediaan uang atau 

tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

Bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukan bahwa pemberian 

kredit harus dibuat perjanjian. Dalam  dunia modern yang komplek ini 

perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan meskipun secara teori 

diperbolehkan namun karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan sebagai alat 

pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari. 

Bank DKI Jakarta cabang Solo (selanjutnya disebut dengan Bank DKI) 

merupakan salah satu Bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang 

terjadi pada bulan Juli 2014, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang 

kepada Bank DKI mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan 

mengembalikan pinjaman. Pihak Bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan 

kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah 

tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank itu sendiri terdiri 

atas alternatif penyelesaian yaitu: Penyelesaian melalui jalur non litigasi. 

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitor yang dimodali dengan kreditur 

masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun 

kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia 

masih harus membayar bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak 

berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya 

negoisasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada 

usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi 

suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan 
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membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit 

macetnya akan menjadi kredit yang lancar. 2 

Bank DKI Jakarta cabang Solo dalam proses penyelesaian kredit 

bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak 

perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang 

membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah 

melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi pada 

umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitor maupun kreditor. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu faktor- faktor apa yang menyebabkan Bank DKI Jakarta 

cabang Solo memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur Non 

Litigasi? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Abdulkadir Muhammad , Murniati Rilda, 2000, Lembaga Keuangan danPembiayaan, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136 

 




